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Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan keberadaan toko 

swalayan agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil dan 

untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang 
kelontong di Kabupaten Ponorogo, perlu melakukan 

moratorium terhadap izin usaha toko swalayan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu mengatur Moratorium Izin Usaha 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Peraturan 
Bupati; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3726) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4856); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4856); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6617); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenteri Menteri 
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 435); 

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo 
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Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2020 tentang  

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Swalayan di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2021 Nomor 94). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN USAHA 

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. 
 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Moratorium adalah penangguhan atau melakukan 
penundaan. 

5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, 
atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran 

dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum 
pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi 

persyaratan dan/atau Komitmen. 

6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri 
dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara 

vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan 
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan 
kegiatan perdagangan barang. 

7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 

minimarket, supermarket, department store, hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

8. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat 

UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil 
dan menengah. 

9. Izin usaha toko swalayan adalah izin untuk dapat 
melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan atau toko 
swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

10. Moratorium adalah Penangguhan atau Penundaan Izin Usaha 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 
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BAB II 
MORATORIUM IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN  

DAN TOKO SWALAYAN 
 

Pasal 2 

Bupati melakukan moratorium Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Swalayan di Daerah. 

 
Pasal 3 

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) maka: 

a. Penerbitan NIB KBLI 47111 ditangguhkan; dan 

b. Persetujuan Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan ditangguhkan. 
 

 
BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah 
diajukan Izin Usaha sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, 

proses pemberian izin tetap dilanjutkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

b. bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah 

berdiri namun belum memiliki Izin Usaha, wajib diurus izin 
usahanya. 

  
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

 

 
Ditetapkan di Ponorogo  

pada tanggal  18 Februari 2025       

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 
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